
WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NoMoR 120 tenuu2o2r
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA PEKANBARU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang a. bahwa ketentuan Pasal 358 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentangTata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dart

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan

bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan

Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD

Kabupaten/ Kota kepada Gubernur melalui Kepala

Bappeda Provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Pekanbaru Tahrun 2O2l;

b

{



Mengingat : L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O03 Nomor 4T,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia, Nomor 4286), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-l9) dan/ atau dalam rangka

Menghadapi Ancaman dan Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4a2l\;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47O0);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan anta-ra Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O8 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6178);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia

Nomor 6322);

1 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor L8

Tahun 2O2O ter.tang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 10,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

10);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunal Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jaagka Menengah Daerah serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2077

Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O19

tentang Sistem Informasi Pemerintahal Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor

Aa7\;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tallun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor

t78rl;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahlrn 2Ol7

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi

Riau Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau

Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Riau

Tahun 2O17 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Riau Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2O18

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau

Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau

Tahun 2O18 Nomor 1O, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Riau Nomor 10);
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Menetapkan

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN

202r.
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18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Riau Tahun 2OL9-2O24 (Lembaran

Daerah Frovinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan

[,embaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3];

19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun

2Ol7 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2OI7 -2022 (Lembaran

Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2Ol7 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor

7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Atas Peratural Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2Ol7-2O22

(Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2O20 Nomor

6, Tambahan l,embaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor

6);

20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun

2O2O tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota

Pekanbaru Tahun 2O2O-2O4O (Lembaran Daerah Kota

Pekanbaru Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2O2O tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Pekanbaru Tahun Anggaran 2O2l (I*mbaran Daerah

Kota Pekanbaru Tahun 202O Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota

Pekanbaru.

3. Walikota adalah Walikota Pekanbam.

4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Pekanbaru.

5. Perubahan Anggaran Pedapatan dal Belanja Daerah

selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah

Perubahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Pekanbaru.

6. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran adalah

kebijakan umum perubahan anggaran Pemerintah Kota

Pekanbaru yang memuat kebijakan bidang pendapatan,

belanja, dan pembiayaan serta asumsi, yang terkait

dengan penyesuaian kondisi-kondisi yang te{adi pada

tahun berkenaan.

7. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara adalah

perubahan plafon anggaran sementara masing-masing

organisasi perangkat daerah untuk tahun berkenaan.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2O2I yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun

2O2l merupakan dokumen perubahan perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

yaitu Tahun 2021.
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(21 Perubalran RKPD Tahun 2O2l sebagatmana dimaksud

pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN

KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH

BABVI : PENUTUP

(3) Rincian dokumen Perubahan RKPD Tahun 2O2l

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2021 merupakan:

a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan

Kebijakan Umum Pembahan Anggaran (KUPA),

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

untuk Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota

Pekanbaru Tahun Angaran 2021.

b. Pedoman bagr Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyusunarl

Perubahan Rencana Kefa Perangkat Daerah tahun

202L.

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan prioritas yang ada dalam Perubahan

RKPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
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WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 22 SgPTOfnBER 2o2l

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

rtd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR tro

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA HUKUM,

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota

diundangkan.

Pasal 5

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 22 96|/TeMgBR 2o2t

1 001
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